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Abstrak

Fenomena pengedaran dan tindakan pemakaian narkoba telah merambah segenap lapisan
masyarakat, baik dilakukan orang dewasa dan anak-anak telah masuk dalam kehidupan masyarakat
dan tidak terkecuali di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Instansi penegak hukum yang
terlibat dalam penggunaan dan pengedaran narkoba salah satunya adalah di dalam Lembaga
Pemsyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) dan Rumah Tahanan (selanjutnya disebut Rutan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui penangangan terhadap sipir yang mengedarkan narkoba di
Rumah Tahanan (Rutan), untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran
narkoba, untuk mengetahui hambatan dan upaya menangani peredaran narkoba oleh sipir.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan penangangan terhadap sipir yang
mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan (Rutan) baik di dalam undang-undang yang khusus
mengatur narkotika maupun undang-undang tentang pemasyarakatan tidak mengatur secara khusus
sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas Rutan yang terduga terlibat peredaran gelap di Rutan.
Oknum pegawai lapasan yang melakukan tindak pidana narkoba di dalam Rutan dilakukan
pemeriksaan secara pidana di pengadilan dengan menggunakan ketentuan pidana dalam UU
Narkotika.

Kata Kunci: Penegakan hukum, sipir, narkoba.
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1. PENDAHULUAN

Narkoba dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah ‘jtihadi, karena narkoba
tidak disebutkan secara langsung di dalam Al Quran dan Hadits, serta tidak di kenal pada
masa Rasulullah SAW. Narkoba menurut Hukum Islam adalah segala sesuatu yang
memabukkan atau menghilangkan kesadaran, tetapi bukan minuman keras, baik berupa
tanaman maupun dan sejenisnya, yang mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang mengarah
pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Semua benda yang dapat
menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik berupa
benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk khamr, dan telah
diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam Surah Al-
Maa'idah: 90-91:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, Dberjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan..
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di
antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari
mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan)

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian
hukum sosiologis (yuridis empiris). Berdasarkan jenis penelitian, maka pendekatan
penelitiannya mengarah kepada penelitian yuridis empiris yang bertujuan menganalisis
permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan
data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata
melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil
kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum ini juga disebut
sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih
banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Sumber
data dari penelitian ini hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul).

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian Studi kepustakaan (library
research) baik offline maupun online. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan
dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada
paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan
balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang
dikumpulkan dan berhubungan dengan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran
narkoba di dalam Rutan .

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba menurut Bagong Suyanto
antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak
terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dampak terhadap fisik, pemakaian narkoba
yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami sakaw (rasa sakit yang tidak
tertahankan) jika terlamabat mengonsumsi narkoba, pemakai narkoba juga dapat mengalami
kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkoba dalam
darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit
sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkoba adalah dapat terkena penyakit infeksi
seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh
bakteri spirochaeta pallid).
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Pemakaian yang overdosis akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap
mental dan moral, pemakaian narkoba yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan pada
sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat
menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua penderitaan yang
dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti:
paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli
terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit
pula penyalahguna narkoba yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi penipu,
penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkoba.

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah berupa masalah
psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah
psikologi akan muncul dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai
penyalahguna narkoba, di antaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga
karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat. Masalah ekonomi/keuangan juga akan
menimpa keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat
sebagai penyalahguna narkoba. Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan dalam jangka
panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan
keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari
masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang
bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas, yang
akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan
merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya tersebut akan menghambat pembangunan
dan menghancurkan masa depan bangsa.

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu berkonotasi
negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkoba akan bermanfaat bagi
kehidupan manusia. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk
kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan pada saat operasi atau sebagai pengobatan
penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan
penelitian.

Penggunaan narkotika ada yang digunakan secara legal dan ada pula narkotika dan
psikotropika yang digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada
dasarnya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang.
Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan
narkotika dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika
digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika
dan psikotropika.

Penggunaan narkotika mempunyai sifat bila dipergunakan tanpa dosis yang ditentukan
oleh dokter untuk kepentingan medis, dapat menimbulkan kecanduan yang semakin
meningkat baik frekwensi penggunaannya maupun kekuatan jenis-jenisnya.
Penggunaan narkotika  di luar  kontrol  dokter inilah yang dinamakan
penyalahgunaan narkotika dan dianggap membahayakan baik terhadap pribadi-pribadi
maupun masyarakat. Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang akan tetapi
menimbulkan efek ganda vyaitu selain terhadap dirinya sendiri juga terhadap
masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat dan
sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Di samping itu penggunaan narkotika dan
psikotropika oleh seseorang akan menimbulkan kerawanan bagi masyarakat berhubung
karena si pemakai narkotika tersebut.

Rutan yang merupakan tempat bagi terdakwa maupun tersangka yang ditahan
sementara sebelum keluar putusan pengadilan yang bersifat tetap (inkracht) juga tidak luput
dari peredaran narkoba. Peristiwa ini telah menimbulkan rasa kekhawatiran karena terkait
keterlibatan oknum petugas Rutan yang iut serta atau berperan dalam membantu peredaran
narkoba. Keterlibatan oknum petugas Rutan membantu peredaran narkoba sebab tidak
mungkin narkoba dapat masuk ke Rutan tanpa sepengetahuan petugas.
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Menurut Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas | Medan
bekerjasama dengan BNN melakukan tes urine terhadap semua penghuni Rutan baik dari
kalangan narapidana maupun petugas. Apabila ditemukan narapidana yang positif
menggunakan narkoba maka kasusnya akan disidik lagi darimana barang narkotika tersebut
ditemukan, sedangkan bila petugas kedapatan positif maka yang bersangkutan akan
langsung diberhentikan secara tidak hormat.

Perdaran narkoba yang melibatkan aparat sipir Rutan menambah daftar panjang
buruknya sistem di Rutan. Maraknya peredaran narkoba di Rutan secara garis besar
disebabkan dua masalah, yaitu pertama, persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas
Rutan dan kedua, sistem di Rutan itu sendiri. Buruknya mental SDM, sudah bukan menjadi
rahasia umum mudahnya narkoba masuk karena adanya permainan uang yang melibatkan
petugas dan pejabat Rutan sebagai pengedar. Rutan menjadi pusat kendali para bandar
narkoba, bahkan dengan leluasa berpesta narkoba disebabkan adanya keterlibatan petugas
sipir Rutan.

Dilihat dari segi ragam hukumnya, tindak pidana berbeda dengan pertanggungjawaban
pidana, sehingga diperlukan pemisahan untuk menghindari kontradiksi antar keduanya. Di
satu sisi, tindak pidana memuat ancaman sanksi pidana dan di sisi lain pertanggungjawaban
pidana merupakan pedoman yang bersifat khusus dan limitative tanpa disertai dengan sanksi
pidana. Menurut HLA. Harta sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ainul Syamsu, bahwa
hukum tidak selalu mengandung ancaman sanksi. Hukum sebagai perintah dan paksaan oleh
penguasa yang disertai dengan ancaman sanksi. Esensi hukum terletak pada sanksi.
Konsepsi hukum hanya menggambarkan sebagian ragam hukum karena sejatinya terdapat
ragam hukum lain yang tidak mengandung paksaan dan sanksi yang diterapkan oleh
penguasa.

Ragam hukum pertama yang lazim disebut aturan primer (primary rules) berisi larangan
atau perintah diterapkan oleh penguasa disertai dengan ancaman pidana. Ragam hukum ini
merupakan cirri khas hukum pidana yang membedakannya dengan bidang hukum lainnya
sekaligus memperlihatkan fungsi rumusan tindak pidana. Kendati demikian aturan yang
menerapkan ancaman sanksi pidana bukanlah satu-satunya ragam hukum yang terkandung
dalam hukum pidana. Ragam hukum kedua yang lazim disebut aturan sekunder 9secondary
rules) meliuti bidang hukum yang berisi tentang tata cara pelaksanaan hukum dan tidak
mengandung sanksi pidana.

Pelaku tindak pidana penggedaran narkoba di diatur Rutan, maka mesti jatuhkan sanksi
atas peristiwa itu. Inti dan makna penegakkan hukum terdaat pada aktivitas menyeimbangkan
keterkaitan norma-norma yang tertera di diatur norma-norma sebagai pendapat dari peristiwa
yang merupakan bagian daari pengembangan norma-norma dan sebagai proses akhir untuk
melahirkan kehidupan yang damai dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum menjadi titik
untuk menimbulkan ketaatan dan keyakinan masarakat untuk dapat hidup dalam
bermasyarakat. Hukum diciptakan untuk menjadikan atau merupakan jiwa dari norma-norma
keyakinan masyarakat. Oleh oleh sebab itu penegakkan hukum ditujukan sebagai uaya yang
dapat menimbulkan rasa percaya dalam menegakkan kewibawaan hukum yang intinya berarti
menegakkan norma-norma keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ide yang diambil dalam penegakan hukum berupa aktivitas yang dimaksudkan untuk
menciptakan kedamaian dan kehidupan yang tertib dalam masarakat. Penegakan hukum
dijadikan sebagai sumber penyempurnaan system koordinasi serta penyerasian tugas-tugas
instansi kepolisian, kejaksaan, hakim dan hal ini dilakukan sebagai tujuan untuk menertibkan
fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang badan-badan atau institusi yang berwenang
menegakkan hukum menurut tugas dan kewenangan yang ada pada institusi tersebut serta
didasarkan atas system kordinasi antar lembaga atau organisasi tersebut.

Penegakkan hukum sebagai sesuatu mekanisme pada dasarnya sebagai suatu
kebijakan mengenai pengambilan putusan yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan
diatur oleh norma hukum, akan tetapi memiliki cirri khas yang pribadi. Kebijakan dalam
penegakan hukum berarti berada antara etika dan moral dari aparat penegak hukum.
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Berbicara perihal penegakkan hukum atau pertanggungjawaban pidana, maka tidak
dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan
pidana, yang bersifaat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan
oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan
Simons merupakan unsur yang lengkap yang meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;

2. Bertentangan dengan hukum;

3. Dilakukan oleh orang yang bersalah;

4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Delik oleh beberapa ahli hukum pidana disebut dengan berbagai istilah yaitu perbuatan
pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana. Simons, Van Hamel dan Vos semuanya
merumuskan delik (strafbaar feit) itu secara bulat tidak memisahkan antara perbuatan dan
akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak. AZ Abidin menyebutkan cara
perumusan delik seperti ini sebagai aliaran monotis tentang delik, sedangkan yang lain yaitu
yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawaban di
lain pihak sebagai aliran dualistis.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan
bukan hanya dengan dipenuhinya semua dari peristiwa pidana. Dengan misal itu kesalahan
ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang
sekedar dari mental diatur peristiwa pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan
merupakan hal yang menyangkut soal pertanggungjawaban pidana. Pemisahan tindak pidana
dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya mempengaruhi persoalan-persoalan
konsepsual sebagaimana disebutkan di atas, tetapi juga persoalan praktis. Tahap legislasi,
penegakan hukum (eksekusi) dan pelaksanaan hukum (aplikasi) yang saling terkait. Pada
tahap legislasi rumusan tindak pidana hanya memuat perbuatan yang secara objektif dilarang
disertai dengan ancaman pidana.

Unsur-unsur subjektif yang berkaitan dengan sikap bathin pembuat tindak pidana
dikeluarkan dari rumusan delik. Berdasarkan perspektif ini, kesalahan tidak lagi dimaknai
sebagai pengertian deskriptif yang tergambar dalam rumusan delik, melainkan dipandang
sebagai pengertian normatif yang menempatkan hakim sebagai perwakilan masyarakat
dalam menetapkan ketercelaan pembuat tindak pidana dengan mempertimbangkan keadaan-
keadaan tertentu yang menyebabkan pembuat tindak pidana dapat atau tidak dapat
menghindari tindak pidana. Karenanya, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menjadi
mekanisme atribusi ketercelaan sehingga pengaturannya dirumuskan dalam ketentuan
umum.

Pengawasan adalah salah satu cara bagaimana agar tidak ada kesempatan untuk
melakukan yang tidak baik, umpamanya mencegah jangan bergaul dengan orang-orang yang
tidak baik atau orang yang perbuatannya tidak sepatutnya dapat dicontoh, karena apabila
orang seperti itu dikawani takut akan ketularan sifat dan kebiasaan yang tidak baik pula.
Pengawasan dapat dilakukan dengan disiplin dan aturan-atauran yang sepatutnya dipatuhi
atau memberikan pekerjaan yang seharusnya dilaksan. Pengawasan juga berarti
menumbuhkan kemampuan untuk dapat mengawasi dirinya, tetapi harus diingat bahwa
pengawasan yang terlampau keras/ketat juga dapat menghasilkan masyarakat yang tidak
mempunyai pedoman hidup.

Keinginan agar seorang menjadi yang baik, tidak cukup dengan mengajarkan hal-hal
yang baik saja untuk diketahuinya. Kejahatan dari seseorang bukan karena mereka tidak
pernah mendengar tentang perbuatan baik, tetapi sering tidak melihat perbuatan yang baik
itu. Sebaliknya seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada
orang lain tetapi dia sendiri selalu melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Seorang yang
mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain yang tidak baik, hal
yang seperti ini adalah menanamkan suatu pengajaran palsu, karena seakan-akan perbuatan
yang baik itu hanya untuk diketahui bukan untuk dikerjakan.

Cara contoh-contoh hidup dengan kelakuan sehingga seseorang dapat melihat
kenyataan dari yang baik itu menjadikannya sebagai cara yang tidak gembor-gembor dengan
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suara keras tetapi betul-betul berkesan dan menarik bagi orang itu sendiri. Cara moralistik
dilakukan dengan penyuluhan yang efektif dan kontiniu oleh badan atau lembaga-lembaga
pemerintah dan swasta sehingga seseorang itu dapat dibina, dibimbing dan diarahkan agar
mereka mengetahui dan menyadari segi-segi negatif dari kejahatan itu sehingga tidak akan
merugikannya sendiri disamping merugikan masyarakat dan negara. Cara abolisionistik
dilakukan dengan menghilangkan sebab-sebab timbulnya kejahatan itu atau setidak-
setidaknya mengurangi sebab-sebab dari pada kejahatan itu, misalnya karena pesimisme,
kurang aktivitas, pengangguran, perasaan takut dan lain-lain.

Menempuh cara demikian tentu sangat diharapkan bantuan dan peranan dari seluruh
lapisan masyarakat terutama orang tua, guru dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan
lainnya. Pencegahan kejahatan dengan penyaluran bakat-bakat melalui sarana olah raga,
rekreasi, kesenian dan kerajinan tangan lainnya juga menjadi pencegahan kejahatan
masyarakat dengan cara penyediaan fasilitas-fasilitas yang sedemikian dalam jumlah dan
kwalitas yang memadai akan dapat mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi volume
kejahatan, khususnya peredaran narkoba di dalam Rutan.

Usaha abiolisionistik adalah berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan budaya, sebab
dengan ditingkatkannya usaha-usaha perbaikan lingkungan baik dalam rumah tangga
maupun lingkungan sosial lainnya juga dapat menanggulangi timbulnya kejahatan. Usaha
perbaikan dalam rumah tangga dapat ditempuh dengan memberikan waktu yang cukup untuk
membimbing dan mengawasi disamping kesibukan lainnya dari orang tua, juga dengan
meningkatkan industri-industri ringan seperti membuat sepatu, perbengkelan dan lain-lain,
agar tenaga kerja yang putus sekolah dapat tertampung, sehingga kejahatan karena
pengangguran dapat ditanggulangi.

4. KESIMPULAN

1. Pengaturan penangangan terhadap sipir yang mengedarkan narkoba di Rumah
Tahanan (Rutan) baik di dalam UU Narkotika maupun UU Pemasyarakatan tidak
mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas Rutan yang
terduga terlibat peredaran gelap di Rutan.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba adalah dilakukan upaya
pemberian hukuman disiplin. Oknum sipir yang terlibat dalam jaringan peredaran
narkoba akan mendapat sanksi tegas dan sipir yang melanggar aturan kepegawaian
harus dipecat dan dipidana. Sanksi bagi pelanggar adalah rotasi sampai dengan
pemecatan dan dipidana

3. Hambatan menangani peredaran narkoba oleh sipir adalah kurangnya sarana dan
prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi membuat sistem pengawasan dan
keamanan di dalam Rutan menjadi kurang maksimal.
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